Menimbang :

Mengingat

BUPAT MBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, .perlu menetapkan
Peraturan Bupati Jombang tentang Tarif Layanan Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten da.lam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

S. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); '

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang.
Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5559);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020;
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10, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20(;16
tentang  Pedoman  Pengelolann  Keuangan  Daerah,
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan  Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/
Per/111/2008 tentang Rekam Medis;

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012
tentang  Sistem  Rujukan  Pelayanan  Kesehatan
Perorangan;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan
Masyarakat;

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013
tentang Pelayanan Keschatan Pada Jaminan Kesehatan
Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun
2018;

24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan
Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah;

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata Di
Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018;

29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;

30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017
tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi;

31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017
tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah;

34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

tentang Standar Teknis Pemenuhan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
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a5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
a8 Tahun 2014 tentang Keperawatan;

36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Keschatan Masyarakat;

37. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran
Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada
Fasilitas Kesechatan Tingkat Pertama,

38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006
Nomor 15/A), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017
Nomor 12/A);

39. Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2017
tentang Sistem Akuntasi Pemerintah Kabupaten Jombang
(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor
S2/E);

40. Peraturan Bupati Jombang Nomor 53 Tahun 2017
tentang Kebijakan Akuntasi Pemerintah Kabupaten
Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun
2017 Nomor S53/E), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 68/E);

41. Peraturan Bupati Jombang Nomor 60 Tahun 2019
tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2019 Nomor 60/E);

42. Peraturan Bupati Jombang Nomor 61 Tahun 2019
tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan
Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 61 /E);

43. Peraturan Bupati Jombang Nomor 62 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten
Jombang Tahun 2019 Nomor 62/E);

44. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor
10/E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG TARIF

LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkm;l?aerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Jombang. .
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Jombang. —
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang selanjutny
disebut dengan Dinas adalah Perangkat D‘aeralb'x
Kabupaten =~ Jombang  yang  bertanggungjawa
menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang

kesehatan. o

6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dcnga.n
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif,
untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD Puskesmas
adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang
jenis dan mutu pelayanan dasar Yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara.

9. Praktek Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan
fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang
baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu
dan berkesinambungan.

10. Pelayanan BLUD  Puskesmas adalah  pelayanan
kesehatan dan pelayanan  non-kesehatan yang
diselenggarakan oleh Puskesmas.

11. Pelayanan kesehatan adalah segala bentuk kegiatan
pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga
paramedis dan tenaga lainnya di Puskesmas yang
dll‘u_]Uka.l:l kt_:pada Seseorang dalam rangka pencegahan,
observasi, diagnosa, pgr}got{atan, Perawatan, pemulihan
ke§ehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat -
akibatnya.

12. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap pasien
yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya.
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13. Pelayanan Kegawatdaruratan adalah pelayanan
kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan
secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko
kematian atau kecacatan.

14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien
yang masuk Puskesmas untuk keperluan observasi,
diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya
yang perlu tinggal di Puskesmas untuk perawatan
observasi selanjutnya.

15. Pelayanan tindakan medis dan terapi adalah tindakan
dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa
pembiusan

16. Pelayanan penunjang diagnostik adalah segala bentuk
kegiatan  pemeriksaan penunjang antara  lain
laboratorium klinik, USG, EKG untuk menunjang
diagnosa penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan
kesehatan masyarakat maupun perorangan.

17. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer adalah
pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan terlatih
di Puskesmas untuk melaksanakan pengobatan
komplementer alternatif.

18. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan dalam rangka
memberikan penjelasan mengenai kesehatan meliputi
gizi, penyakit menular, kesehatan lingkungan, kesehatan
ibu dan anak, dan lain-lain.

19. Pelayanan di luar gedung adalah pelayanan yang
diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan
tenaga lainnya di luar gedung Puskesmas yang ditujukan
kepada seseorang dalam rangka pencegahan, observasi,
diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan
dan rehabilitasi dari sakit dan akibat - akibatnya.

20. Visum et repertum adalah laporan hasil pemeriksaan
kedokteran meliputi pemeriksaan kedokteran forensik
terhadap orang hidup, jenazah, atau benda yang diduga
hasil dari tubuh manusia, yang diperlukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

21. Penggunaan mobil ambulans adalah kegiatan mengantar
pasien menggunakan mobil ambulans Puskesmas.

22. Pelayanan pendidikan adalah layanan yang merupakan
hasil kerjasama berupa praktik pendidikan kesehatan
yang berkaitan dengan kesehatan maupun manajemen
kesehatan.

23. Praktik pendidikan kesehatan adalah segala bentuk
pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis dan tenaga
kesehatan lain yang ditujukan kepada perseorangan
atau lembaga pendidikan kesehatan atau institusi lain
berupa praktik klinik dan non klinik.

24. Praktik klinik adalah kegiatan yang diberikan oleh
tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain berupa
pembimbingan kasus klinik.
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Praktik non klinik adalah ke
oleh tenagn

berupa pembi

giatan pendidikan kesehatan
medias dan/atau tenaga kesehatan lain
mbingan kasus non klinik,

Pelayanan penelitian adalah kegiatan yang diberikan
oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam

rangka pemberian informasi dan/atau pendampingan
pelaksanaan penelitian.

Pelayanan kaji tiru adalah kegiatan yang diberikan oleh
tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan lain dalam

rangka pemberian informasi atau pembekalan termasuk
orientasi sesuai topik,

Pelayanan Parkir adalah kegiatan non medis berupa
penyediaan tempat parkir kendaraan.

Tarif layanan adalah biaya yang dipungut oleh BLUD
kepada masyarakat sebagai imbalan atas
dan/atau jasa layanan yang diberikan.

Tarif per bulan adalah tarif yang dikenakan bagi jenis
pelayanan praktik klinik, non klinik maupun praktek
kerj industri yang perhitungannya selama 25 (dua puluh
lima) hari kerja, apabila kurang dari 25 (dua puluh lima)

hari kerja diperhitungkan sama dengan 25 (dua puluh
lima) hari kerja.

barang

Jasa Sarana adalah imbalan jasa yang diterima oleh
BLUD Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas
standar, bahan medik habis pakai dasar, peralatan
kesehatan dasar yang digunakan langsung maupun
tidak langsung dalam rangka penyediaan pelayanan
kesehatan dan kemanfaatan umum lainnya yang
dinikmati oleh individu atau badan.

Jasa pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh

pelaksana yang secara langsung atau tidak langsung
melakukan pelayanan.

Tarif Akomodasi adalah biaya penggunaan sarana
prasarana rawat inap (tidak termasuk pemakaian Barang
Medis Habis Pakai. tarif visite dokter/dokter spesialis,

Asuhan keperawatan. makan/diet, laundry pasien yang
ditetapkan tersendiri).

Kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yg
dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta
yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah
pelayanan kesehatan yang diberikan.

Non kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh
BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat

pertama berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan
kesehatan yang diberikan.

Pelayanan Pra Rujukan adalah pelayanan terhadap
kasus yang akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit
meliputi pendaftaran dan tindakan medis.
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BAB II
NETAPAN TARIF
SUD, TUJUAN DAN PRINBIP PE
Saa LAYANAN
Pasal 2 '
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pcdomgn ba%
kepala BLUD Puskesmas dalam menyusun usulan ncsat;a;i .
tarif layanan, mekanisme pengaj&at:keﬁﬁzemiiuangan
baru/perubahan  tarif lama,
pendapatan tarif layanan dan _pemanfaatan;:ya g:::
menjamin keberlangsungan pembiayaan penyelenggara
UKP sesuai kemampuan dan kewenangan masing-masing

Puskesmas BLUD.

Pasal 3

Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini meliputi:

a. Terselenggaranya layanan BLUD Pgskesmas yang
bermutu, aman dan terjangkau sesuai perkembangan
sosial ekonomi; '

b. Tersedianya anggaran biaya operasional
penyelenggaraan layanan BLUD Puskesmas untuk UKP;

c. Terselenggaranya tatakelola keuangan BLUD Puskesmas
yang efektif, efisien, produktif, akuntabel dan
transparan; dan

d. Terwujudnya sinkronisasi, sinergitas dan integrasi
penyelenggaraan fungsi UKM dan UKP sesuai Renstra
Bisnis dan RBA masing-masing Puskesmas yang telah
ditetapkan.

Pasal 4

(1) Tarif layanan BLUD Puskesmas terdiri dari komponen
jasa sarana dan jasa pelayanan.

(2) Setiap jenis-jenis layanan Yang mampu disediakan BLUD
Puskesmas dihitung biaya satuan (Unit  Cost)
penyelenggaraannya dari komponen jasa sarana
sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi biaya tetap dan
biaya variabel.

(3) Biaya tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri

dari:

a. Biaya investasi yang disetahunkan (annual
investment cost), kecuali investasi tanah dan

bangpnan tidak diperhitungkan sebagai investasi
publik (public investment);

b. B.iaya mutu (cost of quality) dan biaya resiko (cost of
risk management) penyelenggaraan layanan BLUD
antara lain biaya pencegahan, biaya penilaian’
(akreditasi ijin/sertifikasi), biaya risiko kegagalan
(medis/finansial);

c. Biaya gaji pegawai kontrak (PPK) yang dibiavai i
g dibiayai dari

Penda;{atan BLUD Puskesmas, kecuali gaji PIEI’S/ASN
tidak diperhitungkan dan belanja pegawai diluar gaji;
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d. Biaya umum (overhead cost) terdiri d.ari biaya listrik,
air, telepon, multi media/WiFi, pemeliharaan gedung,
kebersihan dan  pemeliharaan  peralatan  dan
kalibrasinya, biaya pengelolaan Iimbah/lingkunganf
scrta biaya umum lainnya yang tidak bisa ditelusuri
kaitannya secara langsung dengan pelaksanaan
masing-masing jenis layanan (biaya tidak langsung).

(4) Biaya variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari: )

a. Biaya Medis Habis Pakai atau bahan habis pakai

lain sesuai kebutuhan masing-masing jenis-jenis

layanan BLUD Puskesmas, terdiri dari:

1) Obat obatan dasar (non resep/non subsidi
pemerintah);

2) Alat keschatan habis pakai (reagen, spuit,
alkohol, gel, kertas termal, tisu);

3) Penggunaan alat (instrumen set) atau bahan
steril;

4) Penggunaan linen (untuk biaya satuan
akomodasi/ kamar pasien)

9) Standar BBM untuk ambulan sesuai jenis
mobil;

6) Bahan Praktik klinik bagi peserta didik;

7) Konsumsi dan penggandaan makalah/ materi
untuk kaji tiru;

8) Bahan habis pakai lainnya disesuaikan dengan
karakteristik jenis-jenis pelayanannya;

9) Biaya ATK dan Cetakan (rekam medik, form/
blanko;

10) Fasilitas kamar/ akomodasi sebagai pembeda
besaran tarif pelayanan.

b. Penghitungan kebutuhan biaya variable
sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a disesuaikan
dengan:

1) Klasifikasi pelayanan (sederhana - kecil —
sedang - besar);

2) Volume pelayanan;

3) Jenis pelayanan/tindakan medis (elektif -
emergensi); dan

4) Kelas perawatan rawat inap (umum/klas III —
utama).

(5) Nilai titik impas (break event point/BEP) untuk biaya
satuan akomodasi dihitung pada kelas umum/kelas III,
BEP Kelas Utama dihitung sesuai investasi sarana dan
fasilitas tambahan yang disediakan atau dapat
ditetapkan berdasarkan nilai rata-rata BOR (bed
occupation rate) 3 (tiga) tahun terakhir.

(6) BEP Jasa sarana tindakan medis berlaku sama pada
semua kelas perawatan, diperhitungkan sesuaj
Klasifikasi dan jenis pelayanannya. Dalam hal BLUD
Puskesmas tidak menghitung biaya satuan tindakan
medis emergensi, maka hasil penghitungan BEP
berdasarkan unit cost tindakan medis elektif (terencana).
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(7)  Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat
(1) mempertimbangkan masukan dari kelompok profesi
terkait, dengan  menggunakan  kriteria obyektif,
kewnjaran  dan  kepatutan terdiri  dari waktu/lama
pelayanan, tingkat risiko pada pasien-profesi, tingkat
kesulitan/komplikasi, menggunakan alat medis khusus, .
dan tingkat profesionalisme pemberi pelayanan.,

BAB I11
TARIF LAYANAN BLUD PUSKESMAS

Pasal 5

(1) Tarif  layanan pasien non penjaminan/umum
diberlakukan sesuai dengan tarif layanan yang
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tarif layanan pasien penjaminan BPJS keschatan sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku,

(3) Besarnya pembiayaan pelayanan kesehatan pasien
penjaminan badan hukum lainnya sesuai dengan .
Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat oleh penyedia '
jasa jaminan kesehatan atau pihak penjamin dengan
Kepala BLUD Puskesmas mengetahui Kepala Dinas.

Pasal 6

(1) Tarif layanan BLUD Puskesmas meliputi : ,
a. pelayanan kesehatan; dan
b. pelayanan non kesehatan.

(2) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, meliputi :

a. rawat jalan;

b. rawat inap;

c. rawat darurat;

d. tindakan medis dan terapi;
e. penunjang diagnostik;
f. kesehatan tradisional komplementer;

g. ambulans; dan

h. pelayanan kesehatan lainnya.

(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a termasuk pemberian obat, bahan dan
alat pelayanan kesehatan dasar yang harus disediakan
oleh Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.

(4) Pelayanan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

praktek klinik;

praktek non klinik;

penelitian;

magang,;

pelayanan kaji tiru;

pelayanan parkir;

moao op
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g. sewa ruang pertemuan; dan
h. pemeriksaan fisik lingkungan,

BAB IV

PENINJAUAN TARIF LAYANAN
Pasal 7

(1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif laynan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga
dan perkembangan perekonomian dan penambahan
jenis-jenis  pelayanan kesehatan yang mampu
diselenggarakan Puskesmas.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 8

Tarif layanan yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten
tempat pelayanan kesehatan diberikan oleh BLUD Puskesmas
dan jaringannya.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN TARIF LAYANAN
Pasal 9
(1) Tarif layanan dipungut dengan menggunakan bukt
pungut dari aplikasi Sistem Informasi Puskesmas
(SIMPUS) yang dioperasikan secara online atau offline.

(2) Dalam hal pasien/pembayar tarif layanan tidak
membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar
1% (satu perseratus) setiap bulan dari tarif layanan yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan bukti pungut dari aplikasi Sistem
Informasi Puskesmas (SIMPUS).

(3) Penagihan tarif layanan terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN TARIF LAYANAN
Pasal 10

(1) Pembayaran tarif layanan dilakukan secara tunai atau
: non tunai.

(2) Pembayaran tarif layanan dilakukan di tempat pelayanan
kesehatan diberikan.

(3) Tata cara penyetoran tarif layanan berpedoman pada
ketentuan pola pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas.
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